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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/035/KUM /2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran
pelaporan inventarisasi gas rumah kaca di
daerah sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12 /2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan dan
Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional, maka dipandang perlu
membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten
Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994
tentang Pengesahan United  Nations
Framework Convention on Climate Change
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3557);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengesahan Paris Agreement to the
United Nations Framework Convention on
Climate Change (Persetujuan Paris atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5939);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang  Ditetapkan  Secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca  dalam  Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN
JKUM.1/12/2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
PELAKSANA DAN PELAPORAN INVENTARISASI
GAS RUMAH KACA KABUPATEN TAPIN.

Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten
Tapin, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pelaksana dan Pelaporan Inventarisasi Gas

Rumah Kaca sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, bertugas:

a. menyiapkan langkah-langkah dalam
pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;

b. membuat jadwal dan rencana kerja
Inventarisasi Gas Rumah Kaca;



c. sebagai Wali Data yang bertugas untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan dari
masing-masing sektor (energi, pertanian,
kehutanan, limbah, dan industri); dan

d. melakukan validasi data yang berhubungan
dengan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di
Jakarta;

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarbaru;

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; dan
Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/035/KUM/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN
INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN TAPIN

KEDUDUKAN
NO. DALAM TIM JABATAN KEDINASAN

1. | PENANGGUNG JAWAB | Bupati Tapin

2. | KETUA Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3. | KETUA PELAKSANA Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
4. | WAKIL KETUA Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
PELAKSANA Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin
5. | ANGGOTA 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Tapin

4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tapin

6. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tapin

7. Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin
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